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BUPATI TULANG BAWANG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG BARAT
NOMOR 53 TAHUN 2021
TENTANG
PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

Menimbang : a. bahwa berkenaan dengan perkembangan yang tidak
sesuai dengan asumsi Rencana Kerja Pemerintah Daerah
Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2021 dan
pergeseran kegiatan antar Organisasi Perangkat Daerah
serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 343 ayat (1)
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017
tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan
Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi
Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata
Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu
melakukan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah
Daerah Tahun 2021 dan menetapkannya dengan

Peraturan Bupati;



Mengingat

—_

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagiamana
dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah

Daerah Tahun 2021;

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 4421);
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-
2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4700);

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2008 tentang
Pembentukan Kabupaten Tulang Bawang Barat, Provinsi
Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2008 nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4934);

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembar Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembar Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 85, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang
Pelaksanaan Tujuan Pembangunan  Berkelanjutan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor

136);



10.

11.

12.

13.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun
2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);

Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2020 tentang
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
201);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017
tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan
Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi
Rancangan  Peraturan Daerah  Tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara
Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019
tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur
Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor
1447);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2020
tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah
Daerah Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 590);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
1781);

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17 Tahun 2021
tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah Dan Dana Desa
Tahun Anggaran 2021 Dalam Rangka Penanganan
Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan
Dampaknya;



14.

15.

16.

17.

18.

19.

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun
2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemuktahiran
Klasifikasi, Kedefikasi dan Nomenklatur Perencanaan
Pembangunan dan Keuangan Daerah;

Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun
2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah (RPJMD) Provinsi Lampung Tahun 2019-2024
(Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2019 Nomor
13);

Peraturan Gubernur Lampung Nomor 41 Tahun 2020
tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi
Lampung Tahun 2021;

Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat
Nomor 1 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Tulang
Bawang Barat Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Daerah
Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2013 Nomor 1,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang
Barat Nomor 31);

Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat
Nomor 11 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tulang Bawang
Barat (Lembar Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat
Tahun 2017 Nomor 11) Sebagaimana telah diubah dengan
dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang
Barat Nomor 1 Tahun 2020 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten
Tulang Bawang Barat (Lembar Daerah Kabupaten Tulang
Bawang Barat Tahun 2020 Nomor 132);

Peraturan Bupati Tulang Bawang Barat Nomor 37 Tahun
2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah
Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2021 (Berita
Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2020
Nomor 38);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN RENCANA
KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2021.



BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan bupati ini yang dimaksud dengan :

1.

Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang
mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur
dan mengurus Urusan Pemerintahan dan kepentingan
masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan
aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan
Republik Indonesia.

Pemerintah  Daerah adalah Bupati sebagai unsur
penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin
pelaksanaan  urusan  pemerintahan yang  menjadi
kewenangan daerah otonom.

Bupati adalah Bupati Tulang Bawang Barat.

Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya
disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya
disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk
periode 1 (satu) tahun.

Perubahan Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang
selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah
Perubahan (RKPD-P) dilakukan berdasarkan hasil evaluasi
pelaksanaan dalam tahun berjalan yang menunjukkan
adanya ketidak sesuaian dengan perkembangan keadaan
dengan periode pelaksanaan selama 3 (tiga) bulan pada
trwiwulan terakhir anggaran.

Perangkat Daerah adalah unsur pembantu bupati dan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan
urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah;
Unit kerja adalah bagian dari Organisasi Perangkat Daerah
yang melaksanakan satu atau beberapa program.

Kinerja adalah capaian keluaran/hasil/dampak dari
kegiatan /program/sasaran sehubungan dengan penggunaan

sumber daya pembangunan.



10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah
dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan
dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk
mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan
fungsi.

Kegiatan Perangkat Daerah adalah serangkaian aktivitas
pembangunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah
untuk menghasilkan keluaran (output) dalam rangka
mencapai hasil (outcome) suatu program.

Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan
tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan daerah yang
diperoleh dari pencapaian hasil (outcome) program Perangkat
Daerah.

Keluaran (output) adalah suatu produk akhir berupa barang
atau jasa dari serangkaian proses atas sumber daya
pembangunan agar hasil (outcome) dapat terwujud.

Hasil (outcome) adalah keadaan yang ingin dicapai atau
dipertahankan pada penerima manfaat dalam periode waktu
tertentu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari
beberapa kegiatan dalam satu program.

Kebijakan umum perubahan APBD yang selanjutnya
disingkat KUPA adalah dokumen yang memuat kebijakan
bidang pendapatan, belanja dan pembiayaan serta asumsi
yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.

Prioritas dan plafon anggaran sementara perubahan yang
selanjutnya disingkat PPASP adalah rancangan program
prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang
diberikan kepada PD untuk setiap program sebagai acuan
dalam penyusunan RKA-PD sebelum disepakati dengan
DPRD.

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah atau sebutan lain
yang selanjutnya disingkat dengan BAPPEDA adalah
Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan
mengoordinasikan penyusunan, pengendalian, dan evaluasi

pelaksanaan rencana pembangunan Daerah.



17.

18.

19.

20.

(1)

(2)

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang
selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan
Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang
selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan
Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik
sampai dengan berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah.
Rencana Kerja Pemerintah, yang selanjutnya disebut RKP
adalah dokumen perencanaan nasional untuk periode 1
(satu) tahun.

Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya
disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah adalah
dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5

(lima) tahun.
Pasal 2

Perubahan RKPD Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun

2021 disajikan dengan sistematika sebagai berikut :

a. BABI :Pendahuluan;

b. BABII : Evaluasi hasil triwulan II tahun 2021;

c. BABIII : Kerangka ekonomi daerah dan keuangan
daerah;

d. BAB IV : Sasaran prioritas pembangunan daerah;

e. BAB YV :Rencana kerja dan pendanaan daerah;

f. BAB VI : Penutup.

Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum
dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan

dari peraturan bupati ini.

Pasal 3

Perubahan RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2

dijadikan:

a.

dasar Penetapan Perubahan Rencana Kerja Perangkat
Daerah;
pedoman Penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD

dan Perubahan PPAS;



c. landasan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang
Perubahan APBD;
d. bahan Evaluasi Raperda tentang Perubahan APBD.

BAB II
PENUTUP

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan perundangan
Peraturan Bupati ini dengan penetapannya dalam Berita Daerah

Kabupaten Tulang Bawang Barat.
Ditetapkan di Panaragan
pada tanggal, 2 Agustus 2021

BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

dto.

UMAR AHMAD

Diundangkan di Panaragan

pada tanggal, 3 Agustus 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT,

dto.

NOVRIWAN JAYA

BERITA DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT TAHUN 2021
NOMOR 53

Salinan_sesuai dengan aslinya




